PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 114

TANUN 19584 SERI D NOMOHR 113
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I BALI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DALRAIH TINGRAT | BALI

Menimbang

Mengingal

NOMOR 03 TAHUN 1984
TENTANG
PUNGUTAN - DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 BALL

bahwa Pungutan Desa sebagai salah satu sumber pendapalan Desa,
yang memberikan beban kepada anggota masyarakat Desa perlu diatuy
denpan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan pembinaan pe-
nyelenggaraan pemeriniahan, pembangunan dan pembinaan masyaralal
Desa secara berdaya guna dan berhasil guna,

. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1961 tentang Penpumpulan Usng

dlan Barang {Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214: Tambahan
Lembaran Negara R1 Nomor 2273] 5

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dae-

rah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Baral dan Nusa Tengpar
Timur (Lembaran MNegara Rl Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;

. Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-

rintahan di Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3037) ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintaban Desa

{Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomer 56; Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3153} ;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1882 tentang Pu-
ngutan Desa.

. Peraturan Dacrah Propinsi Dacrabh Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun
1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa {Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali Tabhun 1982 Nomor 20 Ser
D Nomaor 20} ;

. Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat | Bali Nomor 10 Tahun
1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali tahun 1982 Nomor 21 Seri D) Nowor 21).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Bali,

Menetapkan :

268

P

MEMUTUSKAN

ERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB L
KETENTUAN UMUM,

Pasal 1,

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

4. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masya-
rakat hukuimn yang mempunyai organisasi pemernlahan terendah
langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tang-
ganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Pemerintah Desa adalah :

b.l. Kepala Desa.
b.2. Lembaga Musyawarah Desa,

c. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun

benda dan atau barang vang dilakukan olel Pemerintah Desa terha-
dap masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial
ckonomi masyarakat di Desa vang ditetapkan melalui Keputusan
Desa dalam ranghka peningkatan penvelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Desa ;

. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah di-
tetapkan oleh Kepala Desa setelabh dimusyawarahkan/dimufakatkan
dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan penge-
sahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT :

. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/



Walikotamadva loepala Dacral Tingkat 11 vang bersangkutan

[ Canal pcdalah Camal vane bersangkutan,

il

(1}

(2},

(2.

BAaBR 1L
JENIS DAN BENTURK PUNGUTAN DESA,

Pasal 2.

Jonis clan sasaran daripada Pongotan Desa adalah .

a, Hasil,

la, Pemakaian.
e, Pomilikan.,

Bentuk pungutan Desa adalab juran yang dipungui atas dasar
masviwarah mufakat sesuai dengan Lingkal Kemampuan angpotn
masy ara kil Ihesi,

LAE T
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA,
Pasal 3.

Penrerintah Desa mempunyval kewenangan dalany pelaksanaan Pu-
ngutan Pesa.
Pungutan Desa tidak dibenarkan dilakukan olch Organisasi-organi-
sasi kemasyvarakatan vang ada di Desa,
Pelaksangan Pungutan Desa sebapai dimaksud dalam aval (1) di-

lakukan oleh Kepala [Desa dibaniu oleh Perangkat Desa atau
Lembam Ketahanan Masyvarakal Desa,

BAR IV,
PENGESAHAN PUNGUTAN DESA.
Pasal 4.

Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungut-
an Desa sebapai dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Kepu-
tusan Desa.

Reputusan Desa mengenai Punputan Desa sebagai dimaksud da-
lam ayat (1) dilakukan dalam satu tahun anggaran,

Keputusan Desa sebagal dimaksud dalam avat (1) berlaku setelah
mendapatkan pengesaban dari Bupali/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I1.
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Pasal 5.

(1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial terteniu dan bersifat mende-
sak dapat dilakulkan dengan Keputusan Kepala Dosa,

(2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilelap-
kan atas dasar musyawarah/mufakal dengan Lembaga Musya.
warah Dozy,

(3). Pelaksanaan terhadap Kepulusan Kepala Desa sebagai dimaksud
dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali-
kotamadya Kepala Daerah Tingkat 1T melalui Camat, selambat-
lambatnya satu bulan setelah Keputusan Kepala Desa tersebul
avat (1) ditaksanakan.

BAB V.
PENGURUSAN PUNGUTAN DESA.
Pasal &.
{1}). Perencanaan pengpunaan dan pengurusan Pungutan Desa sebapai

dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dalam Anpgaran Penerimaan
dan Pengeluaran Keuangan Desa,

(2). Bemua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa sebagai di-
maksud dalam pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa,

(3). Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 5 tidak dibenarkan
dipergunakan untuk membiayai kegiatan luin dari Ljuan yang
telah dimufakati bersama dengan Lembaga Musvawarah Desa.

{4). Penggunaan dari hasil Pungutan Desa sehagi dimaksud dalam
pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyvelenggaraan peme-
rintahan dan pembangunan di tingkat Desa.

Pasal 7,

Kegiatan yang berhubunpan dengan pelaksanaan Pungutan Desa dilaku-
kan melalui administrasi yang tertib dan leratur serta dapat dipertang-
gungjawabkan.

BEAB VL
PERTANGGUNGJAWABAN,
Pasal 8.
Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan
Pungutan Desa, Kepala Desa :

a. bertangpung jawab kepada BupatifWalikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il melalui Camat ;



b, menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga
Musyawarah Desa, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

RAB VIL
PENGAWASAN,
Pasal 9.

Ponpawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan
Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat 11 atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
BAB VIIL
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 10,

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenai Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang
hertentangan dengan Peraturan Daerab ini dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaan akan diatur leblb lanjul oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat T Bali.

Pasal 12,
Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Febroari 1984.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  GUEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

DAERAH PROPINSI DAERAI BALI,
TINGKAT [ BALI .
KETUA,
tid. tid.
1 GUSTI PUTU RAKA, SH. MANTR A,
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Disahkan Menterd Dalam Negeri dengan Surat Beptusan
Nomor @ L4061 - 763 tanggal @ 2 Oktobor 1981

Divndangkan  dalom  Lembaran Daerah
Propinst Daerabh ingkal | Bali Nomor 114
pida tangpal 22 Nopember Tahon 1984
Seri D Nomor 113,

sekretaris Wilaval, Daerab Tingkat T Bali,

tlel.

Drs, SEMBAH SUBHAKTI.
NP 100259349,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 03 TAHUN 1984

TENTANG
PUNGUTAN DESA

UM U M. .

Peraturan Daerab ini merupakan tindak lanjut daripada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa,

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1), Jenis dan sasaran daripada Pungutan Desa adalah segala hasil
Desa seperti hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perusaha-
an/industri, kerajinan, kesenian, pemakaian-pemakaian seperti
pemakaian air, listrik, penginapan dan pemilikan seperti pemilik-
an tanah, rumiah, penyosohan dan sebagainya,

ayvat (2), Bentuk Pungutan Desa adalah juran, Pungutan Desa tidak boleh
berbentuk pajak ataw retribusi.

Pasal 3 aval (1) Culup jelas.
avat (2). Desa Adat dapat mengadakan pungutan sebagai sumbangan un-
tuk kepentingan upacara keagamaoanjadat dalam lingkup wilayah
Desa Adatnva.
ayat {3). Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal b Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas,
Pasal T Cukup jelas.
Pasal B Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas,
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
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